
BUPATI BONDOWOSO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR lb TAHUN 2017 

TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

DI KABUPATEN BONDOWOSO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONDOWOSO, 

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dan 
peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta sebaga i 
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian 
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah di Kabupaten Bondowoso; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tenta n g 

Asisten Pem & 
Kesra 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lemba ra n 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3455); 

4 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenta n g 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuanga n 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

5 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenta ng 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembara n 
Negara Republik Indonesia 4438); 

6.Undang-Undang .. . 
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6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Paj a k 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 5049) ; 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

8. Unda ng-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang 
Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Repu bl ik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pem erintahan Daerah menjadi Unda n g-Unda n g (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Ta mba h a n Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia N omor 560 1); 

10. Pe ratura n Pemerintah Nomor 58 Ta hun 2005 tentang 
Pen gelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republi k 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tamba han Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah bebera pa k a li , te ra khir denga n 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Ta hun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Pera turan Menteri Da lam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoma n Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

12 . Peratura n Menteri Keuangan Nomor : 21 /PMK.07 /2009 
tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawa ban Anggaran 
Tra nsfer ke Daerah); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Ta hun 2015 
tenta ng Pembentukan Produk Hukum Daera h (Berita 
Negara Republik Indonesia Nomor 2026 Tahun 20 15; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Ta hun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Ta hun 2 007 
N omor 3 Seri A); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Ta hun 
2010 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Ka bu paten 
Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B); 

16. Pera tu ra n ... 
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16 . Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 
2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri C) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 
2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 
2013 Nomor 1 Seri C); 

1 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 
2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Ka bu paten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri C) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 
2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 
2013 Nomor 2 Seri C); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 
2010 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 
Daerah Ka bu paten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri C) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 
2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 
2013 Nomor 3 Seri C); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Ta hun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Ka bu paten Bondowoso (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4); 

20. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 84 Tahun 201 6 
tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 
2016 Nomor 84); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN 
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 
DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BONDOWOSO. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Bondowoso. 
3 . Bupati adalah Bupati Bondowoso. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bondowoso. 

5. Sekretaris ... 
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5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Bondowoso. 

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bondowoso. 

7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat 
BPD, adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Bondowoso. 

8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, ada la h 
kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat m emaksa berdasarka n 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk k eperluan daerah 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi , 
adala h pungutan d aerah sebagai pembayara n atas jasa 
a tau pemberian izin tertentu yang khus us disediakan 
dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan . 

10 . Pemungutan adalah satu rangkaian kegiatan mulai dari 
perhimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi , 
penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan 
penagihan pajak atau retribusi kepada Waj ib Pajak atau 
Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

11 . Anggaran Pendapatan dan Bela nj a Daerah, yang 
sela njutnya disingkat APBD, adalah Anggara n Penda patan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso . 

12 . Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD 
ad a lah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak 
daera h, retribusi daerah, hasil perusahaa n milik daerah, 
hasil pengeloalaa n kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 
la in-la in pendapatan asli daerah ya ng sah. 

13 . Aparat Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi 
Daerah adalah pejabat/pegawai yang melakukan kegiatan 
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah . 

14. Aparat Penunjang adalah pejabat/pegawai yang tida k 
secara langsung melaksanaka n kegiatan pemunguta n 
pajak daerah dan retribusi daerah baik secara teknis 
administrasi maupun operasiona l. 

15 . Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya 
disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang 
diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu 
dalam melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi 
Daerah. 

BAB II. .. 
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BAB II 
ASAS 

Pasal2 

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemunguta n pajak da n 
retribusi d ilaksanakan berdasarkan asa s k epa tuta n , 
kewaj a ra n dan rasionalitas disesuaikan den gan besa rnya 
tanggungjawab kebutuhan serta karakteristik dan kondis i 
obj ektif daerah . 

BAB III 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasa l3 

(1) Maksud pemberian insen tif a da la h u ntu k m en goptimalkan 
pemungutan pajak dan retribusi guna m eningkatkan 
pendapatan asli daerah dan pelayan a n kepa da 
m a syarakat. 

(2) Tujuan pemberian insentif adalah untuk meningka tkan 
kinerja PD pelaksana pemungut pajak dan retribusi da n 
agar pejabat/pegawai pemungut bekerja den gan 
profesiona l, jujur, bersih da n bertan ggungj awab. 

BAB IV 
PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF 

Pa sa l 4 

(1) Kep ada PD p emungut paj ak d a n retribusi yan g m en capa i 
target penerimaan per jenis paj a k dan retri busi yan g tela h 
ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulan 
diberikan insentif pemungutan pajak dan retribusi. 

(2) Pemberian insentif sabagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibayarkan setiap triwulan pada awal triwula n berikutnya. 

(3) Apa bila target kinerja dalam sa tu t riwula n tidak tercapa i, 
insentif untuk triwulan tercantum dibayarkan pada awa l 
t riwula n berikutnya yang telah m en capa i target kin erj a 
triwula n yang ditentukan. 

(4) In sentif Pemungutan Retribusi sebagaima na dima k sud 
pa d a ayat ( 1) diberikan kepada yang melaksanaka n 
pemungutan retribusi , dengan porsi : 
a. 60% (enam puluh per sera tus) un tuk masing-masing 

PD ; dan 
b. 40% (empat puluh per seratu s) u ntuk BPD se la k u 

Koordinator PAD (Tim Intensifikasi dan Eksten s ifikasi 
Pendapatan Asli Daerah) . 

(S)Insentif. .. 
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(5) Insentif pemungutan pajak d a n retribusi sebaga imana 
dima ksud pada ayat (1) secara proporsion a l dibayarka n 
kepa d a: 
a . Bupati dan Wakil Bupati s ebagai pen a n ggung jawa b 

pengelolaan keuangan daerah; 
b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan 

keu a ngan daerah; d a n 
c. Pejabat dan pegawai/ aparat pada PD pelaksa n a 

p emungutan pajak dan re tribusi sesuai den gan 
tanggungjawab masing-masing. 

(6 ) Kep a la BPD menetapkan besa ra n p embagia n insen tif 
kepa da yang berhak menerima. 

Pasal 5 

(1) lnsentif pemunguta n pajak d a n retri bu s i sebagaima n a 
dima ksud dalam Pasal 4 ayat (1) dite ta pka n sebesar 5% 
(lima p er seratus) dari rencana pen erimaa n paj ak da lam 
tahun anggaran berkenaan untuk tia p jenis pajak. 

(2 ) Besara n insentif pemungutan pajak d a n retribus i 
s ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dite ta pkan m ela lui 
APBD Tahun Angga ran berkenaa n. 

BABV 
PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN 

PAJAK DAN RETRIBUSI 

Pasal 6 

Pen capa ia n target penerimaan per jenis paja k d a n retribusi 
yang dijabarkan secara triwulan sebagaima na dimaksud 
d a la m Pa sal 4 aya t (1) untuk jenis pajak dan re tribu s i 
diteta pka n sebagai berikut: 
a . s a mpai dengan triwula n I, sebesar 20% (dua puluh per 

sera tus); 
b. sampai dengan triwulan II, sebesa r 40% (empa t puluh per 

sera tus); 
c. sampai dengan triwulan III, sebesar 75% (tujuh puluh lima 

per seratus); 
d. sampa i dengan triwulan IV, sebesar 100% (seratus per 

s era tus). 

Pa sal 7 ... 
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Pasal 7 

(1) Besa rnya pembayaran insentif pemungu tan pajak d a n 
retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat 1, untuk 
setia p bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi 
penerimaan pajak dan retribusi ta hun a n ggara n 
seb elumnya dengan ketentuan : 
a. Di bawah Rp. 1.000.000 .000.000,00 (satu triliu n 

rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok da n 
tunjangan yang melekat; 

b . Rp. 1.000.000.000 .000,00 (satu triliun rupiah) sampa i 
dengan Rp . 2 .500.000.000.000,00 (dua triliun lima 
ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji 
pokok dan tunjangan yang melekat; 

c. Rp. 2.500.000 .000.000,00 (dua triliun lima 
ratus milya r rupiah) sa mpa i dengan 
Rp . 7 .500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ra tus 
milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok 
dan tunjangan yang melekat; 

d. Di atas Rp. 7.500 .000.000 .000,00 (tujuh triliun lim a 
ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) ka li 
gaji pokok dan tunjangan yang melekat. 

(2) Besara n insentif pemungutan paja k dan retribusi 
se ba ga imana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih 
lanjut dengan Keputusan Bupa ti. 

(3) Apabila dalam realisasi pemberia n insentif p emungutan 
pajak dan retribusi berdasarkan ketentua n sebagaima n a 
dima ksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih , h a ru s 
disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah. 

BAB VI 
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN 
Pasal8 

(1) PD pelaksana pemungut pajak dan retribusi 
m enganggarkan insentif dalam APBD Tahun Anggara n 
berkenaan berdasarkan ketentua n sebagai ma n a dim a k sud 
dalam Pasal 5 ayat ( 1); 

(2 ) Penga nggaran insentif pemungutan p aja k da n retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokka n ke 
dalam belanja tidak langsung yang diuraika n berdasa rka n 
jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemunguta n 
paj a k dan retribusi serta rincia n obj ek bela nj a pajak da n 
re lribusi. 

Pasal 9 ... 
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Pasal 9 

(1) Pelaksanaan pemberian insentif pemungutan paja k da n 
retribusi untuk jenis pajak dan retribusi dibayarkan 
setiap triwulan pada awal triwulan be rikutnya, dengan 
m emperhatikan ketentuan sebagai berikut: 
a. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per 

j enis pajak dan retribusi mencapai 20% (dua puluh per 
seratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal 
triwulan II ; 

b. apabila pada akhir triwulan I realisasi pen erimaan per 

jenis pajak dan retribusi kurang dari 20% (dua puluh 
per seratus), insentif tida k diberika n pad a awal 
triwulan II; 

c. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per 

jenis pajak dan retribusi m enca pai 40% (empat puluh 

per seratus) atau lebih, insentif diberikan untuk 
triwulan I yang belum dibayarkan dan triwula n II ; 

d . Apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per 

jenis pajak dan retribusi kurang dari 40% (empat 

puluh per seratus), insentif untuk triwulan II belum 
dibayarkan pada awal triwulan III; 

e . Apabila pada akhir triwulan III realisasi pen erimaan 

per jenis pajak dan retribusi mencapa i 7 5% (tujuh 

puluh lima per seratus) atau lebih, insentif diberikan 

pada awal triwulan IV; 

f. apabila pada akhir triwulan III realisa si pen erimaan 
per jenis pajak dan retribusi kurang dari 75% (tujuh 
puluh lima per seratus), insentif tidak dibayarka n pada 

awal triwulan IV; 

g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan 
per jenis pajak dan retribusi mencapai 100% (sera tus 

per seratus) atau lebih , insentif diberika n untuk 

triwulan yang belum dibayarkan; 

h. a pabila pada akhir triwulan IV realisasi pen erimaan 

per jenis pajak dan retribusi kurang da ri 100% 

(seratus per seratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh 

lima per seratus), insentif diberikan pa da awal triwulan 

I tahun berikutnya; 
(2) Dalam hal target kinerja pada akhir ta hun anggara n 

penerimaan tidak tercapai, tidak memba talka n insentif 
pemungutan pajak dan retribusi daerah yang suda h 
dibayarkan untuk triwulan berikutnya. 

Pasal 10 ... 
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Pasal 10 

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilaksa n a k a n sesuai 

ke tentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berla ku, Peratura n 
Bupa ti Bondowoso Nomor 37 Tahun 201 6 ten tan g Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungu tan Pajak 
Dae ra h da n Retribusi Daera h di Kabupa ten Bondowoso (S erita 
Daera h Kabupaten Bondowoso Tahun 201 6 Nomor 3 7) d icabu t 
da n dinyatakan tidak berla ku. 

Pasal 12 

Peratura n Bupati m1 mula i berla ku 
d iundan gka n. 
Agar setiap ora ng m en geta huinya, 
pen gundangan Peraturan Bupati ini dengan 
dala m Berita Daerah Kabupaten Bondowoso . 

pada tanggal 

m emerin tah ka n 
pen em patannya 

Ditetapka n di Bondowoso 
pada ta n ggal 3 Apnl · o 17 

-I;, BUPATI HONDO oso, V 
l lil AMIN SAID HUSNI 

Diundangkan di Bondowoso 
pada tan ggal ~ Apn I a o17 

KABUPATEN BONDOWOSO, 

L ~ HIDAYAT 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2 017 NO MOR 17 
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